BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.661, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Mata Uang
Asing. Penatausahaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 249/PMK.05/2010
TENTANG

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA

UANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1a) dan Pasal 28 ayat (9)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagamana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009, kepada Wagjib Paak yang telah
mendapat ijin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selan Rupiah, waib menyampakan surat
pemberitahuan dalam bahasa Indonesa  dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang
diijinkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;

. bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal

13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak, pencatatan wajib
diselenggarakan di Indonesa dalam satuan mata uang
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Mengingat

rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau satuan mata
uang asing dan disusun dalam bahasa asing yang diijinkan
Menteri Keuangan;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja NegaradAnggaran Pendapatan
Belanja Daerah diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem
penerimaan dan pengeluaran Kas Negara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri  Keuangan  tentang
Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang
Asing;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pgjak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/lDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
tentang Modul Penerimaan Negara sebagamana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007
tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas
Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan
Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain
Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pg ak Penghasilan Wagjib Pgak Badan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007
tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening
Milik Bendahara Umum Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009
tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum
Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM
MATA UANG ASING.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
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10.

11.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh Penerimaan Negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran
Negara.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN,
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara
pada Bank Sentral.

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungs Bendahara Umum Negara
sesual Undang-Undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara dan
Perbendaharaan Negara.

Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN,
adalah pgabat yang diangkat olen BUN untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja
yang telah ditetapkan.

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagal
penambah nilai kekayaan bersih.

Penerimaan Perpgakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak
dalam negeri dan pgak perdagangan internasional.

Penerimaan Negara Bukan Pgak adalah seluruh penerimaan pemerintah
pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpgakan antara lain sumber
daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara,
Penerimaan Negara Bukan Pgjak lainnya, dan pendapatan Badan Layanan
Umum.

Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua Penerimaan Negara yang
berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA,
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan
pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntans
pemerintah.
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12. Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat MPN, adalah modul

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mula dari penerimaan,
penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampal dengan
pelaporan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara dan merupakan
bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Bank Indonesia.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank
Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta
asing.

Bank Perseps adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN
Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara bukan dalam rangka
impor, yang meliputi penerimaan paak, cuka dalam negeri, dan
penerimaan bukan pajak.

Bank Perseps Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh
BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara
dalam mata uang asing.

Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu kgladian yang terjadi  di luar
kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak
terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang
(dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-
hara, terorisme, wabah/epidermic dan diketahui secara luas sehingga suatu
kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan
sebagal mana mestinya.

User Acceptance Test, yang selanjutnya disingkat UAT, adalah tes atau
pengujian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat dan di daerah atas sistem
dan proses bisnis Bank Umum sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi
yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Nomor Transaks Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat NTPN,
adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan
melalui MPN.
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